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TENTANG

FUALTIAST RANCANGAN PERATURAN NAGART LANSANO TARATAK
KECAMATAN SUTERA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN
RELAN.JA NAGART TAHIIN ANGGARAN 2020

CAMAT SUTERA,

Membaca . SQurat Wali NAGARI LANSANO TARATAK Kecamatan
SUTERA Nomor : 140/49/WN-LS/2020 tanggal 15 Mei

2020 nerihal Dpnygm?gign Rancangan Perithahan APR
2020 perthal Penyampalan ancangan Perubanan Ao

NAGARI LANSANO TARATAK Tahun Anggaran 2020;

Lahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2}
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu
menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang
hasil Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI LANSANO
TARATAK Kecamatan SUTERA tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

AR st T
AViCririad L./CLL[S

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinst Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor21 Tahun
1957 { Lembaran Negara Republik Indonesia Taliun
1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108
tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor

1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tamhahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 5495);

(@]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beherapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan  Daeralhh  {lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014  tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomer 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020
Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
(Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007
Nomor 2};

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan
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Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7
Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;

. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomer 67 Tahun 2015

Tentang penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2016

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017

Tentang Prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun
Anggaran 2018;

40

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019
Tentang Standar Biaya pemerintah Nagari Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Waii Nagan,
Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Bamus
Nagrai Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi
Dana Nagari Yang Rersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi
Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2020
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil
Pajak Daerah dam Restribusi Daerah setiap Nagari Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Naerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun
Anggaran 2017;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019
Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di
Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 Tahun
2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas
sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid 19
dalam rangka menghadapi ancaman yang
membahyakan perekonomian nasional atau stabilitas
sistemn keuangai,

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang
perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan
belanja negara;

Keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang
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perubahan atas keputusan presiden nomor 7 tahun

2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid
1Q.

Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang
penetapan bencana non alam penyebaran Covid 19
sebagai bencana nasional;

Permendes PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas
Penggunaan dana Desa tahun 2020;

Permenkeu RI nomor 20 tahun 2018 tentang
pengelolaan kcuangan desa;
Permendes PDTT RI nomor 6 tahun 2020 tentang

perubahan Permendes PDTT RI nomor 11 tahun 2019
tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020;

Permenkeu RI nomor 40/PMK.07/2020 tentang
perubahan Permenkeu Ri nomor 205/PMK.07/2019
tentang pengelolaan dana desa;

Surat edaran menteri desa PDTT RI nomor 8 tahun 2020
tentang desa tanggap darurat COVID 19 dan penegasan
Padat karya Tunai Desa;

Surat edaran Mendagri Rl nomor 11 tahun 2020 tentang
perubahan atas surat edaran Mendes PDTT RI nomor 8
tahun 2020 tentang desa tanggap COVID 19 dan
penegasan padat karya tunai desa;

Surat keputusan kepala BNPB nomor 13A tahun 2020
tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat
bencana wabah penyakit akibat virus corona di
Indonesia;

Surat Mendagri nomor 440/2703/Sj tanggal 2 April
2020 hal penanggulangandampak Covid 19 di desa;

Surat mendes PDTT RI nomor 1261/PRI.0O0/IV/2020
tanggal 14 April 2020 perihal pemberitahuan;

. Surat mendes PDTT RI nomor 9/PRI.0O0/IV /2020 tanggal

16 April 2020 perihal petunjuk teknis pendataan
keluarga calon penerima BLT Dana Desa; dan

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 140/ /DPMDPPKB-PS/2020 tentang petunjuk
Teknis Pencegahan dan Penanganan Covid 19, Padat
Karya Tunai dan BLT DD.

MEMUTUSKAN:
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LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 140 /@37 /C-STR/2020
TANGGAL - 27 Mei 2020

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LANSANO TARATAK

KECAMATAN SUTERA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

A. UMUM

1

1o

Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan NAGARI LANSANO
TARATAK Kecamatan SUTERA tentang Perubahan APB Nagarn Tahun
Anggaran 2020 yaitu :

a. Pendapatan sebesar Rp ,- dengan rincian :

1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp ,-

2) Dana Transfer sebesar Rp 1.427. 196.144,00 ,-
3) Pendapatan Lain — Lain Rp 1.577 .944,00,-

4) Bantuan keuangan provinsi Rp. 0,-

b. Belanja sebesar Rp 1.835.582.021,82,- dengan rincian :
1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
Rp 460.010.671,32 -
2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp 616.229.642,20,-
3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp 3.500.000,00,-
4) Bidang pembcrdayaaii masyarakat Nagari Rp 42.623.000,00,-
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

Rp 318.600.000,00-

c. Pembiayaan sebesar Rp 78.561.169,52,- dengan rincian :
1) Penerimaan Pembiayaan Rp 78.561.169,52,-
2) Pengeluaran Pembiayaan Rp 78.561.169,52,-

Rancangan Peraturan NAGAR! LANSANO TARATAK tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 yang
disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui
Camat SUTERA sudah dilandatangani oleh Wali Nagar1 Bersama
BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang
mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

B. PENDAPATAN

1S

Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian
serta dasar hukum penerimaannya

b. Seiuruh pendapatan nagarl dianggarkan secara bruto dalam APB
Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan
tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka
menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip

penganggaran pendapatan tersebut diatas.
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